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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 

penulis simpulkan sebagai beikut: 

1.  Perlindungan hukum terhadap konsumen baja tulangan beton yang tidak 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia belum terlaksana sepenuhnya 

dengan baik. Hal ini dikarenakan pelaku usaha belum melaksanan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 ayat (b) dimana 

pelaku usaha wajib  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan Kepada konsumen. 

kemudian pada pasal 8 ayat (a) mengenai perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha menyatakan bahwa“ pelaku usaha dilarang memproduksi dan 

/ atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang : “Tidak memenuhi 

atau tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan 

peraturan perundang – undangan” yang telah ditetapkan pada Peraturan 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37/M-Ind/Per/2012 

Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan 

Beton Secara Wajib.  
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2. Faktor penyebab pelaku usaha masih melakukan penjualan Baja Tulangan 

Beton tersebut dikerenakan Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal 

ini Disperindag Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha mengenai larangan 

undang undang terhadap penjualan produk baja tulangan beton yang tidak 

sesuai SNI, Persediaan barang yang mudah didapat dari distrbutor, serta 

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya atas penjualan Baja 

Tulangan Beton tersebut. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitiaan penulis yang telah 

diuraikan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pengelola Toko Bangunan terutama dalam melakukan 

penjualanBaja Tulangan Beton agar mematuhi ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait 

penjualan Baja Tulangan Beton dengan memberikan informasi yang jelas 

dan benar kepada konsumen. 

2. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru agar lebih waspada dan teliti terhadap Baja Tulangan Beton 

yang dibelinya. 

3. Kepada Pemerintah agar menindak tegas pelaku usaha yang masih 

melaksanakan penjualan Baja Tulangan Beton palsu dan jaminan hokum 

bagi konsumen terkait atas penjualan Baja Tulangan Beton. 

 


